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KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI TABALONG,

bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 800.1.3.3/59-KEP.MPKA /BKPSDM tentang
Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong serta adanya Surat Usulan
dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tabalong Nomor B-287/Disperkim/900/07/
2025 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran
pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, dipandang
perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi
syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas
Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/9/2025 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 20205;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hhuruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah



=

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor
11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
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2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 11};

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/9/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari
2025, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1 pada kolom 5
diubah sehingga Nomor Urut 1 pada kolom 5 berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung |
pada tanggal 27 G (r Zoz§.

fq BUPATI TABALONG,
o

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel

Cab.Tanjung) di Tanjung.

S.  Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
bersangkutan.
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DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2z &F (2025

TANGGAL 27 e b Zo2zs”

NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN

NO. NAMA SKPD/UNIT KERJA KODE KEGIATAN AMA KEGI BENDAH LUARAN KETERANGAN
‘ d B AtAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN N feA Rt
PEMBANTU
1 2 3 4 5 6 7
1 | Dinas Perumahan Rakyat dan 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas INDRIANI FITRI, ST, MM SUHAIBATUL ASLAMIYAH
Kawasan Permukiman Umum (PSU) NIP. 19731007 200501 2 009 NIP. 19730628 200604 2 016
{Bidang Prasarana, Sarana dan Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Staf Fungsional pada Dinas
Utilitas) 1.04.05.2.01 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman
1.04.05.2.01.01 Sub Kegiatan Perencanaan Penvediaan PSU Perumahan
1.04.05.2.01.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1.04.05.2.01.03 | Sub Kegiataan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
2 | Dinas Perumahan Rakyat dan 2.10.05 Program Penyclesaian Ganti Kerugian dan Santunan RAHMI MUTHMAINNAH, S.HUT BAHLIANI, §.AP
Kawasan Permukiman Tanah Untuk Pembangunan NIP. 19760224 200003 2 003 NIP. 19701102 200604 1 005
{Bidang Pertanahan) Kabid Pertanahan Staf Fungsional pada Dinas
2.10,05.2.01 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat dan
Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota
2.10.05.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.10.06 Program Retribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program
TanahKelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
2.10.06.2.01 Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta

2.10.06.2.01.03

Ganti Kerugian Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1
{Satu) Daerah Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah
Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota




Hal. 2

3 4 6
2.10.04 Program Penyelesalan Sengketa Tanah Garapan
2.10.04.2.01 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam
Daerah/Kota
2.10.04.2.01.01 Sub Kegiatan Inventarisast Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu)

Daerah Kabupaten/Kota
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